
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

」ARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menil■bang :  a.  bahwa Dokumentasi dan lnforlnasi Hukun■ yang tertata
dan terselenttara dcngan baik dalarn suatu jaringan
rnerupakarl bagian yarlg tidak terpisahkan dalaln
penyelenggaraan  ketatapemerintahan  yang  baik,
bersih, dan bertanttung jawab untuk memenuhi
tuntutan masyarakat atas Dokumen dan lnformasi
Hukun■ yang dibutuhkan;

b.  bahwa untuk mengclola Dokumentasi dan lnformasi
Hukum yarlg lengkap,akurat,mudah,dan cepat yarlg
terscbar di berbagai instansi pcmerintah dan institusi
lainnya, pcrlu mcrnbangun kerJa sarna dalarn suatu
Jaringan Dokumcntasi dan lnfo..1lasi Hukum yang
terpadu dan tcrintegrasi;

c.  bahwa  pengelolaan  」aringan  Dokumentasi  dan
lnfol｀lllasi IIukuin Provinsi NTT tel〔 遣l ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Ntt Nomor 12 Tahun 2010
tentang PetunJuk Pelaksanaan」 aringan Dokumentasi
dan lnforrnasi Hukun■ di Provinsi NTT;

d. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalanl
Ncgcri Nomor 2 Tahun 2014 tcntang Pcngc101aarl
Jaringan  Dokumcntasi  dan  lnfollllasi  Hukum
Kelrlenterian Dalaln Negeri dan Perrlerintah Dacrah,
lrlaka Peratural■ Gubcrnur Ntt Nolnor 12 Tttun 2010
tentang Petuttuk Pelaksanaan」 aringan Dokumentasi
dan  lnformasi  Hukum  di  Provinsi  NTT  perlu
discsualkan;

e.  bahwa  berdasarkan  pertilnbangan  scbagailnana
dilnaksud ddaln huruf a,huruf b,hurufc dan huruf d,
perlu  menetapkan  Peraturan  Gubernur  tentang
」aringan Dokumentasi dan lnforrnasi Hukunl Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

: 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat i Ba-li, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor t6+ol; 

J.

Mengingat



Undang-Undang Nomor 23 Talun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2Ol4
tentarg Pcngelolaal Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN   GUBERNUR
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
TENGGARA TIMUR.

TENTANG   」ARINGAN
HUKUM PROVINSI NUSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubemur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Pusat Jaringan adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dal Inlbrmasi Hukum

Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Anggota Jaringaa adalah Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat

JDIH adalah Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen huhum secala
tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian
pelaya-nan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

5. Dokumen Hukum adalah Produk hukum yalg berupa peraturan perundang-
undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang
meliputi narnun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi,
monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum,
pengkajian hukum, naskah alademis, dan raacangan peraturan perundang-
nndangan.
Informasi Hukum adalah Semua data dan keterangan yang terkandung
dalam Dokumen Hukum.
Pengelolaal Dokutrentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatal
pengumpulan, pengolahan, penyimpanal, pelestarian, dan pendayagunaan
informasi hukum.

8. Peraturan Peruudang-undangan adalah Peratulan tertuiis yang memuat
norma hukum yang mengikat seca-ra umum dan dibentuk atau ditetapkan
oleh lembaga negara atau pejabat yalg berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan datam peraturan perundang-undangan. f,

6.

7.



Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk JDIH Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II
PENGELOLAAN

Pasa1 3

」DIH sebagalmarla dilnaksud dalarn Pasa1 2, berkcdudukan di Biro Hukum
Sekretariat Daera■ l Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasa1 4

Pcngclola」 E)IH sebagairnana dilnaksud dalarn Pasa1 3 melakukan pengelolaan
」DIH,rrleliputi:

ao Pengumpulan,pengolahan,penyilnpanan,penyebarluasan dokumen hukun■ ;

dan
b.Pcnataan sisten■ informasi hukuln lnclalui pemanfaatan teknologi informasi
dan komunlkasl.

Pasa1 5

(1)Pengumpulan, pengolahan, penyirnpanan dan penyebarluasan dokumen
hukunl sebagairnana dilnaksud dalarn Pasa1 4 huruf a,sekurang― kurangnya
memuat:
a.Tap MPR;

b.Undang― Undang Rcpublik lndoncsia;

c.Peraturarl Pcrne五 ntah Republik lndonesia;

d,Peraturan Presiden/Keputusan Persiden/1nstruksi Presideni

e.Peraturan Menteri Dalarn Negeri/Peraturarl Menteri Sektoral lainnya;

i Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri/Peraturan Bersalna Menteri
Sektoral lainnya;

go Keputusan Menteri Dalarrl Negeri/Keputusan Menteri Sektoral lainnya;

h.Peraturan Daerah Provinsi;

i. Peraturan Gubernur;

j.Peraturan Bersama Gubernur;

k.Peraturan DPRD Provinsi;

1.Keputusarl Gubernur;

m.Instruksi Gubernur;

n.Keputusan Pimpinarl DPRD Provinsi;

oo Keputus(狐■Bmal■ Kchorlnatall DPRD Provinsi;d額

p.Informasi Keputusarl Hukurrl k数nnya.

(2)Informasi hukum lainnya scbagaimal■ a dim」くsud pada ttrat(1)huruf p,
sekurang―kurangnya lrlemuat:
ao Putusan Badan Peradilan yang telah inempunyai kekuatan hukum tetap;

b.Putusan Mahkarnah Konstitusi;

c.Surat Edararl Mentc五 Dalarn Negc五 /Mentc五 Scktoral lainnya;

do MoU/Nota Kcscpakatal■ Kcmcntcrial■ Dalan Ncgcri/Pcmcrintal■ Pro宙 nsi;

α Юariikag Rraturan Dacrah■ o宙nd dch Kemente五 an Ddarn NegⅢ ん



f. Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur;
g. Artikel hukum; dan
h. Surat Edaraa Gubernur.

Pasal 6

(1) Penataaa sistem informasi hukum sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 4
huruf b, melalui :

a. Sistem katalog;
b. Sistem mandiri I stand alone;

c. Sistem internet I uebsite; dart

d. Sistem lainnya sesuai perkembaagan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi
dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal,
judul, sumber dan status peraturan perundang-undangaa ke dalam suatu
unit komputer.

(3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri f staruT alone
sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi
database peraturan perundang-undangafl yang berdiri sendiri dalam satu
unit komputer tanpa menggunalan jaringan.

(4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem itternel f utebsite

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf c dikelola melalui website'.
jdih.nttprov.go.id Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

(1) Gubernur melakukan penataan sistem informasi hukum melalui uebsite
JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 ayat (4) di lingkungan
Pemerinta-h Provinsi.

(2) Gubernur dalam melakukan penataan sistem informasi hukum melalui
ruebsite JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meiaporkal kepada
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri setelah Luebsite JDIH
beroperasi/ online paling lambat 7 tla]^i kerja setela,h uebsite .JDIH
beroperasi f online.

Pasal 8

(1| Gubernur mela,kukan integrasi / link utebsite JDIH Kabupaten / Kota ke dalam
useb site JDIH Provinsi.

(2) Dengan melakukan integrasi/ linlc usebsite sebagaimana dimaksud pada ayat
(ll, website jdih.nttprov.go.id secara terintegrasi/link dengan Website JDIH
Kabupaten/ Kota se Provinsi NTT.

Pasa] 9

(1) Pengelola JDIH sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu)' 
minggu 2 (dua) ka,li melakukan updating data dokumen hukum dan
infoimasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di upload melalui
rrebsite JDIH masing-masing.

(2) penyebarluasan inforrnasi dan upload melalui uebsite sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan
pengklasifikasian informasi. I



Pasal 1O

Pengelola JDIH Provinsi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan sof
opg Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD
Provinsi kepada Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Pemohon informasi dapat mengunduh/ download dokumen hukum dan
informasi hukum lainnya melalui u.tebsite jdih.nttprov.go.id dan uebsite
Kabupaten/Kota.

BAB III
PEMtsINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaal JDIH Provinsi.

Pasal 13

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

(2) Pembinaan sebagairrana dimaksud pada ayat (i), dilakukan melalui :

a. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH Provinsi
dan JDIH Kabupaten/Kota;

b. Penyediaan salana dan prasarana JDIH Provinsi;
c. Pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Provinsi dan JDIH

Kabupaten/ Kota seca-ra berkala; dan
d. Monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH

Kabupaten/ Kota.

Pasal 14

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk
menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pengawasan atas pelalsanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan
penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pengelolaan JDIH dibebankan pada anggaran masing-masing anggota
Jaringan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Flukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 012) dicabut dan
dinyatakan tida.k berlaku. t



Pasa-l 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundalgan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanglqa,l 10 ,nrow,^t r

‖
GUBElサ

:)N

FRANS LEBU

Diundangkan di Kupang
padatarrggal p rabt,nlj.c 2016

VrniuJrsxus SALEM

BBRITA DAERAH PROVINSI NUSA TtrNGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 4/}


